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ABSTRAK 

Manajemen Pelaksanaan Kebijakan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas): 


(Studi Kasus pada Puskesmas di Kabupaten Siniang Tahun 2008) 


Ahmad Riduan 

Universitas Terbuka 

riduanmap@yahoo.eom 

Kata Kana: manajemen pelaksanaan kebijakan, program jamkesmas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Manajemen Pelaksanaan 
Kebijakan Program Jamiuan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) palla Puskesmas di 
Kabupaten Sintang serta menggambarkan fiIktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaannya. Program Jamkesmas merupakan salah sat\! bentuk kebijakan 
pemerintah di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini ada.Jab penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, 
dengan maksud untuk menggambarkan tentang pelaksanaan kebijakan program 
jamkesmas palla puskesmas di Kabupaten Sintang. Populasi dalam penelitian ini 
adaIah seluruh puskesmas di Kabupaten Sintang dan masyarakat miskin peserta 
jamkesmas yang pemah memanfaatkan puskesmas untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan dalam program jamkesmas. Sampel dalam penelitian ini adalab seluruh 
puskesmas yang ada sebanyak 16 puskesmas yang tersebar dalam 14 wilayab 
kecamatan di Kabupaten Sintang, diwakili oleh kepala puskesmas 68,75% dan star 
puskesmas 31,25%, yang mana 68,750/0 responden """lab laki-Iaki dan 31,25% 
adalab perempuan. Sementara sampel dari masyarakat dilakukan secara purposif 
dengan mengambil sebanyak 48 orang peserta jamkesmas yang pemah memanfaatkan 
puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan, dengan demikian jumJab sampel 
keseluruban adalab 64 orang. Data primer diperoleb menggunakan instrumen 
lruesioner, sementara data sekunder diperoleb dengan menggtmakan pedoman review 
dokumen. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Setelah data 
terkumpul selanjutnya dilakukan pengolaban dan dilakukan anaIisis menggtmakan 
anaIisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi. Setelah itu 
bam diberikan interpretasi melalui ana/isis kualitatif. 

Hasil an.aIisis penelitian ini memperlihatkan manajemen pelaksanaan 
kebijakan program jamkesmas palla puskesmas di Kabupaten Sintang mulai dari 
perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, pengorganisasian sebagian belum 
dilaksanakan dengan baik, penggerakan pelaksanaan belum dilaksanakan dengan 
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balk, pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, dan pengganggaran belum 
dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan program jamkesmas masih 
mengalami beberapa kendala diantaranya adalah lambatnya penyaluran alokasi dana 
dari pusat ke puskesmas, belum akuratnya data peserta, sulitnya akses dan jangkauan 
pelayanan kesebatan serta kurangnya tenaga kesebatan terutama untuk desa-desa di 
daerah terpencil menyebahkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang berhasil dan 
berdaya guna serta kurang tepat sasaran, sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi 
kurang efekti£ 

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menggambarkan bahwa Manajemen 
Pelaksanaan Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada 
Puskesmas di Kabupaten Sintang belum berjalan efekti£ Terdapat beberapa faktor 
pengbambat yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan program menjadi kurang 
berhasil dan berdaya guna serta kurang tepat sasaran, sehingga nguan yang ingin 
dicapai menjadi kurang efektif, dan pada umumnya disebabkan oleh Wor kendala 
dari luar (ekternal) puskesmas. Walaupun demikian, karena kesehatan merupakan hak 
fundamental setiap warga negara, disarankan program jamkesmas temp diJanjutkan 
sampai kondisi kesehatan dan perekonomian masyllrllkat miskin membaik, tetapi 
dengan perbaikan-perbaikan berupa penyaluran anggaran yang lebih tepat waktu, 
penambahan kapitasi anggaran, pengisian fotmasi tenaga kesebatan untuk daerah
daerah terpencil, serta pendataan masyarakat miskin yang lebih akurat dan tepat 
sasaran, sehingga nguan yang ingin dicapai menjadi efekti£ 

ii 
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ABSTRACT 


Management on The Policy Implementation 

ofThe Guarantee of Soeiety Health Program (The Jamkesmas): 


(Case Study at Center ofSoeiety Health in Sintang Regency of Year 2008) 


Ahmad Riduan 


Universitas Terbuka 


riduanmap@yahoo.com 


Keyword: management on the policy implementation, the guarantee of society 
health program (the jamkesmas program) 

This research was intended to describe Management on The Policy 
Implementation of The Guarantee of Society Health Program (The Jamkesmas) at 
Center of Society Health (Puskesmas) in Sintang Regency and supplementary factor 
and resistor in its execution. The Jamkesmas program represents one of governmental 
policies form in health area which aims to increase access and quality of health 
service of all disadvantage society who were unable to reach the degree of op1ima1 
societal health effectively and efficiently. 

This research was descriptive in nature using the quantitative approach, to a 
sees policy implementation of the Jamkesmas program at Puskesmas in Sintang 
Regency. Population of this research was all Puskesmas in Sintang Regency and 
disanvantage society of Jamkesmas participants which have exploited the puskesmas 
to get the health service in the Jamkesmas program. Sample in this research was all 
existing Puskesmas as many 16 puskesmas which 14 subdistrict region in Sintang 
Regency, deputized by puskesmas head 68.75% and puskesmas staff 31.25%, 68.75% 
responders were men and 31.25% were women. Sample from society used by using 
purposif as many 48 people of Jamkesmas participants which have exploited 
Puskesmas as place of health service, the total of the sample were 64 people. Primary 
data was obtained by using the questioner, where as secunder data was obtained by 
using guidance of review document. collection was obtained using technique of 
survey. After data was gathered and then was processed and an analysis using the 
quantitative data analysis presented in the form of tables of distribution. Afterwards 
interpretation was given through qualitative analysis. 

This research analysis found that management ofthe policy implementation of 
the Jamkesmas program at Puskesmas in Sintang Regency, start from planning have 
been executed better, organizing some ofuncommitted better, uncommitted execution 
powering better, controlling have been executed better, and uncommitted budgeting 
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better. The Policy implementation of the Jamkesmas program still fmd some 
constraint among other things was the tardiness of distributing fund allocation from 
center to Puskesmas, less accuracy of data of participants, difficult access and reach 
of health service and also the lack of health energy, especially for the countryside of 
in purilieus caused the policy implementation become less successful and less 
utilizable and also less be beefy precisely, so that target which wished to be reached 
become less effective. 

It was concluded that, this research depict that Management on The Policy 
Implementation of The Jamkesmas Program at Puskesmas in Sintang Regency have 
been uncommitt effectively. There were some resistor factor resulting from policy 
execution program which become less successful and utilizable and also less be beefy 
precisely. So that target which to be reached became less effective, and generally, 
because of constraint factor from outside (ekternal) Puskesmas. Even though, because 
health represents the basic rights of each and every citizen, it is suggested that the 
Jamkesmas program need to be continued until condition of health and economy of 
disadvantage society is better. But with the repair in the form of more timely budget 
channeling, addition of budget capitatior .. admission filling of formation of health 
energy for the purilieus and also more accurate disadvantage society data and zero in 
on, so thai target which was wished to be reached become effective. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. 	 MaDajemen Pelaksuun Kebijwn Publik dlUl Faktor-Faktor Yang 
Mempenpruhi Iaplementasmya 

Banyak definisi kebijakan publik (public policy) yang dikemukakan oleh 

para ahU, maIah banyak kalangan para ahli yang berselisih pendapat tentang 

pengertian tersebut. Hal ini disebabkan karena masing-masing pam ahli memberi 

penekanan yang berbeda-beda serta memiliki latar belakang yaag berbeda-beda 

pula, tetapi hal tersebut justru menambah wawasan dan khasanab ilmu kebijakan 

publik. Dilihat dari kata kebijakan dan publik maka kebijakan publik dapat 

diartikan sebagai suatu yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak. dilakukan oleh 

pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk kepentingan publik atau 

masyarakat. 
• 

Menurut Thomas R. Dye (dalam Islamy. 2001:18) kebijakan publik 

sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan". Menurut Edwards III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2007:12) 

mengartikan Ukebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan 

dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan 

sasaran program-program pemerintah". Berkaitan dengan definisi diatas 

Anderson (dalam Islamy, 2001: 19) mengatakan: 

Kebijakan publik adalah kebijaksanaan·kebijaksanaan yang 
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 

9 
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Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah : (I) 
bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu 
atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) Bahwa 
kebijak.qapaan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola 
tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) Bahwa kebijaksanaan itu 
adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 
jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan 
melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) 
Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti 
merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu 
masalah tertentu atau bersifat negatif - dalam arti : merupakan 
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan 
(5) bahwa kebijaksanaan pemerintah - setidak-tidaknya dalam arti 
yang positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pads peraturan
peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoTitatif). 

Sementara itu Easton (dalam Islamy, 2001:19) me:nberikan arti kebijakan 

publik "pengalokasian nilai-nilai seeara paksa (sail) kepada seluruh anggota 

masyarakat". Akbirnya dalam suatu glossary (dalam Islamy, 200 I), diberikan arti 

kebijakan publik sebagai berikut: susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar

dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan 

masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat, apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dila.k:ukan, masalah-masalah yang 

kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan ol~h pemerintah. 

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan para ilmuwan administrasi 

publik, menmut Kismartini dkk (2008:1.6) terdapat beberapa sudut pandang 

tentang kebijakan publik yaitu: I) Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan 

pemerintah, 2) Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai 

masyarakat yang dilakukan pemerintah, dan 3) Kebijakan publik dipandang 

sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk 

mencapai tujuan. 
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Akbimya Sundarso dkk (2006:8.8) berpendapat bahwa "definisi kebijakan 

publik yang dikemukakan oleh Anderson tampaknya Iebih tepat bila 

dibandingkan dengan definisi-definisi kebijakan publik yang lain'" dati beberapa 

pengertian kebijakan publik yang telah diuraikan dan dengan mengikuti paham 

bahwa kebijakan publik hams mengabdi pada kepentingan masyarakat, dapatlah 

ditarik kesimpulan. Kebijakan publik stau public policy adalah serangkaian arab 

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan berorientasi pada tujuan tertentu 

demi kepentingan seluruh D13Syarakat. 

Menunrt Istamy (2001:21) pengertian kebijakan publik seperti tersebut 

diatas mempunyai implikasi: 

(1) Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa 
penetapan tindakan-tindakan pemerintah. (2) Bahwa kebijaksanaan 
negara itu tidak cukup banya dinyatakan tempi dilaksanakan dalam 
bentuknya yang nyata. (3) Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan 
dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.(4) Bahwa 
kebijaksanaan negara itu hams senantiasa ditujukan demi 
kepentingan seluruh anggota masyarakat. 

Jadi jelas bahwa tugas dari administrator publik bubo membuat kebijakan publik 

atas nama kepentingan publik saja, tetapi harus benar-benar bertujuan untuk 

mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota 

masyarakat. 

Suatu kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik 

belaka tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bidup anggota 

masyarakat secant keseluruhan. Untuk itu dipedukan suatu proses perumusan 
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yang cukup bijaksana dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. 

Dalam proses perumusan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui beberapa 

tahap dimulai dati perumusan masal~ penyusunan agenda pemerintah, 

perumusan usulan kebijakarl; pengesahan, pelaksanaan sampai pada penilaian 

kebijakan. 

Implementasi sebagai salah satu tahap dalam proses perumusan kebijakan 

publik tersebut mempunyai arb penting yaitu tidak hanya terbatas pada 

perwujudan secara riil, tetapi mempunyai kaitan terhadap konsekuensi atau 

dampak yang akan tnmpak pada pelaksanaan kebija1am tersebut. Salusu (dalam 

Radjiin, 2002: 15) mengatakan "implementasi adalah seperangkat kegiatan yang 

dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk 

meneapai sasaran tertentu. Untuk mercalisasikan pencapaian sasaran itu 

diperlukan serangkaian aktivitas". Pressman dan Wildavsky (dalam Azwar, 

2007: 19) mengatakan bahwa "implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk 

membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sehab what yang 

menghubungkan tindakan dengan tujuan", kemudian Van Meter dan Van Hom 

(dalam Wibawa, 2000:15) mendefinisikan implememasi kebijakan sebagai 

"tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu 

maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana 

dirumuskan di dalam kebijakan". 

Sementara Winarno (2002:101) mengatakan "implementasi kebijakan 

merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program 

kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 
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diinginkan" , lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas, 

implementasi kebijakan adalah: 

Alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, 
prosedur, dan teknik yang bekeIja bersama-sama untuk menjalankan 
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 
Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang 
kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran 
(output) maupun sebagai basil (Winamo, 2002:102). 

Mamumian dan Sabatier (dalam Waluyo, 2007:49) memberi makna 

implementasi kebijakan sebagai berikut: 

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 
yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan 
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, 
dan berbagai cam untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya. 

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dalam implementasi kebijakan 

paling tidak menyangkut tiga hal, yaitu : "1) adanya tujuan atau sasaran 

kebijakan, 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan 3) adanya 

basil kegiatan" (Agostino, 2006:154). Lebih lanjut Agustino menyimpulkan 

bahwa "implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana 

pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau ke~ sehingga pada 

akhimya akan mendapatkan suatu basil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran 

kebijakan itu sendiri" . 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr (dalam Agostino, 

2006:154) yang mengatakan "implementasi merupakan suatu proses sekaligus 

suatu hasil (output). K.eberbasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur 
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auiu dilihat dari proses pencapaian tujuan basil akhir (OUtput), yaitu tercapai atau 

tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih". Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan 

apa yang diutarakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2006:154) bahwa 

"pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah 

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang 

kedua apakah tujuan program tersebut tercapai". 

Jadi implementasi kebijakan dapat merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu &tau kelompok-kelompok pemerintah yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan

keputusan kebijakan sebelumnya. Perlu ditekankan bahwa implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan atau 

diidentifikasikan, dengan demikian tahap implementasi terjadi banya setelah 

suatu kebijakan itu ditetapkan dan dana mengenai itu disediakan. 

Dalam sejarah perkembangannya, dijelaskan bahwa ada dua pendekatan 

untuk memahami implementasi kebijakan secara sederhana yaitu pendekatan top

down dan pendekatan bottom-up. Agustino (2006:155) mengatakan tentang 

kedua pendekatan tersebut sebagai berikut: 

Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan dilakukan 
secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di tingkat p~ serta 
keputusannya pun diambil pada tingkat pusat. Pendekatan top-down 
bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik 
(kebijakan publik) yang telah ditetapkan oleh pem.buat kebijakan 
barus dilaksa.nakan oleh administratur atau birokrat-birokrat pada 
level bawahnya (street-level bureaucrats). Inti pendekatan ini (top
down ) secara sederbana dapat dimengerti sebagai sejauhmana 
tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan 
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prosedur-prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para 
pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

Sebaliknya pendekatan bonom-up sebagaimana diungkapkan Agustino 

(2006:155) "lebih menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terfonnulasi dari 

inisiasi warga masyarakat setempat. Asumsi itu dapat dimengerti melalui 

argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya 

dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat". Sementara itu dalam 

mengimplementasikan kebijakan cukup banyak bentuk atau jenis kebijakan yang 

dilakukan, beberapa kebijakan bersifat "self-executing" artinya dengan 

dirumuskannya kebijakan itu sekaligus dengan sendirinya kebijakau tersebut 

terimplementasikan misalnya tentang kebijakan suatu negara yang mengakui 

kemerdekaan suatu negara baru, tetapi kebijakan seperti ini tidak banyak, dan 

kebanyakan adaJah berbentuk peraturan perundangan, program atau lainnya. 

Beberapa bentuk kebijakan publik dalam implementasinya menurut Islamy 

(200 1) diantaranya ada1ah : 

1. 	 Substantive atau Procedural Policies 

Substantive policies meru.pakan kebijakan tentang apa yang akan atau ingin 

dilakukan oleb pemerintah, jadi tekanannya adalah pada subject-matter 

(perkara pokok), contob kebijakan perdagangan, perb~ pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan procedural policies adalah kebijakan tentang siapa dan 

pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan serta kebijakan itu 

dilaksanakan 
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2. Distributive Policies 

Merupakan kebijakan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau 

keuntungan-keuntungan basi sejumlah khusus penduduk; individu-individu, 

kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan dan masyarakat tertentu, contoh 

kebijakan tentang pemberian pengobatan cuma-cuma kepada masyarakat 

yang terjangkit penyakit menular dan sebagainya. 

Jam jelas bahwa banyak pihak yang terlibat dan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan dalam implementasi kebijakan publik, diperlukan persiapan dalam 

implementasi kebijakan publik. Widodo (2007:90) mengatakan dalam 

implementasi kebijakan perlu mendapatkan perhatian dan persiapan dalam proses 

implementasinya meliputi "interpretasi. organisasi, penyediaan risorsis, dan 

manajemen prograIll; serta penyediaan layanan dan manfaat pada publik". Atas 

dasar hal tersebutlah masalah implementasi menjadi Iebih jelas. implementasi 

merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari 

pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. T erkait dengan interpretasi, 

organisasi, penyediaan risorsis, dan manajemen program, serta penyediaan 

layanan dan manfaat pada publik dalam implementasi kebijakan maka ada 

beberapa bagian aktivitas atau kegiatan yang mempunyai peran penting mulai dari 

perenc~ pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan tata laksana 

pelayanan, pengawasan serta penganggarannya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam implementasi kebijakan 

publik, terdapat kegiatan manajemen yang hams dijalankan oleh suatu organisasi 

publik. Pada c1asamya tujuan bersama dalam suatu organisasi akan tercapai 
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apabila dalam pengelolaannya terdapat pihak yang mengkoordinir dengan balk:, 

sehingga orang-orang yang terhimpun dan terlibat di dalam organisasi tersebut 

dapat melakukan aktivitas secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 

Secara wnwn banyak para ahli yang memberikan pengertian manajemen, 

diantaranya Tead (dalam Syafiie, 2006:49) mengatakan "manajemen adalah 

proses dan perangk.at yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan". SementaIa itu Terry 

(2005:1) memberikan pengerti:m lImanajemen adalah suatu proses atau kenm.gka 

kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata", lebih 

lanjut Terry (dalam Syafiie, 2006:49) mengatakan "manajemen suatu proses 

khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaamn swnber daya manusia dan lainnya". 

Kemudian Siagian (2004 mengatakan manajemen merupakan kemampuan atau 

keterampilan untuk memperoleh basil dalam rangka pencapaian tujuan melalui 

kegiatan orang lain. 

Beberapa definisi sebagaimana telah disebutkan di alas, dapatlah 

ditegaskan yang terkandung dalam pengertian tersebut antara lain adalah bahwa : 

1) manajemen mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai, 2) untuk mencapai 

tujuan tersebut dilaIrukan melalui orang lain,. dan 3) orang-orang yang melaknlran 

aktivitas perlu di koordinir sma diawasi agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan 
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rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk meneapai tujuan sesuai dengan 

reneana maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen. 

Manajemen sangat menentukan maju mundumya suatu organisasi, setiap 

orang yang terlibat dalam organisasi hams menyadari sepenuhnya terhadap 

wewenang dan tanggung jawab ataupun tugas-tugas yang hams diembannya. 

Terutama bagi seorang pimpinan atau manajer yang menggerakkan para 

karyawan atau pegawai barus mengetahui dengan sebenamya tugas-tugas apa 

yang ia dan bawahannya kerjakan. Tugas-tugas yang menjadi fungsi-fungsi 

manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang harns dikeJjakan secara 1erti.b 

dan teratur terutama dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Sementara 

fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli manajemen sangat beragam, 

diantaranya Fayol (dalam Siagian, 2004:9) berpendapat bahwa "fungsi-fungsi 

manajemen terdiri dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian)~ 

coordinating (pengkoordinasian), comanding (perlntah), dan controlling 

(pegawasan)". Terry yang mengganggap manajemen sebagai proses aktivitas 

yang terdiri dari 4 sub-aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi 

fundamental. Keempat sub-aktivitas itu yang dalam dunia manajemen menunlt 

Terry (2005) dikenal sebagai POAC, merupakan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

planning (pereneanaan), organizing (pengorganisasian),actuating (penggera.kan), 

controlling (pegawasan). Kelengkapan unltan versi Teny (dalam Siagian, 

2004: 123) tersebut tampak pads penekanan "sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia (man), modal dan dana (money), 

baban (materials), mesin-mesin (machines), metode dan prosedur kerja 
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(methods), dan pasar (markets) ". Sementara itu Gullicks (dalam Terry, 2005) 

berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), staffing (pengadaan tenaga kega), directing 

(pengarahan), coordinating (pengkoordinasian), Reporting (pelaporan), dan 

budgeting (penganggaran). 

Terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Widodo (2007) dalam 

implementasi kebijakan yang meliputi interpretasi, organisasi, penyediaan 

risorsis, dan manajemen program, serta penyediaan layanan dan manfuat pada 

publik, mw manajemen sangat diperlukan untuk menata suatu organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan salah 

satu bagian dalam pelaksanaan kebijakan publik. Adapun beberapa bagian 

manajemen dalam pelaksanaan kebijakan publik yang mempunyai peran penting 

antara lain adalah ~ pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, 

pengawasan dan pengganggaran. 

1. Perencanaan 

Menurut Simanjuntak (2005:26) "salah satu fungsi perencanaan yang 

krusial adalah merumuskan visi, misi dan tujuan perusahaan atau organisasi". 

Sedangkan pengertian perencanaan itu sendiri adalah "rangkaian kegiatan 

menetapkan hal-hal yang akan dikeJjakan pada waktu yang akan datang 

berdasatkan fakta-fakta dan pemikiran yang matang dalam rangka pencapaian 

tujuan yang diinginbn" (SimanjW1tak, 2005:27). Sementara itu Terry & Rue 

(2005:9) mengatakan planning atau pereneanaan adalah "menentukan tujuan

tujuan yang hendak. dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang 
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hams diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu". Perencanaan 

merupakan langkah yang sangat penting bagi setiap organisasi untuk 

memberikan arab yang menjadi aeuan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk 

menetapkan suatu rencana yang baik, maka perencanaan harus memiliki 

tujuan dan sasaran. Sasaran perencanaan untuk menjadi pedoman 

penyelenggaraan kegiatan yang sangat berguna untuk mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan, sementara tujuan perencanaan tercapainya basil akhir yang 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Pada dasarnya perencanaan disusun untuk menunjang kegiatan 

manajemen yang akan dilaksanakan Adapun fungsi dari perencanaan menurut 

Terry & Rue (2005: 11) adalah: 

(1) Self audit - menentukan keadaan organisasi sekarang. (2) 
Survey linglamgan. (3) Menentukan tujuan - objectives. (4) 
Forecast - ramalan keadaan-keadaan yang akan datang. (5) 
Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengeraban. (6) 
Evaluate - pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan. (7) 

• 	 Ubah dan sesuaikan - revise and adjust rencana-rencana 
sehubungan dengan basil-basil pengawasan dan keadaan-keadaan 
yang berubah-ubah. (8) Comunicate - berhubungan terus selama 
proses perencanaan. 

Perencanaan merupakan proses intelektual. dengan menggunakannnya 

Terry & Rue (2005:44) mengatakan "para manajer mencoba memandang ke 

depan, menduga-duga kemungkinan-kemungkinan, bersedia siap untuk hal tak 

terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan mengadftkan urutan-urutan yang 

teratur untuk mencapai tujuan-tujuan. Perencanaan yang memadai harus 

berlangsung sebelmn kegiatan". Perencanaan akan memberikan keuntungan, 

dalil utam.a perencanaan menurut Terry & Rue (2005:46) adalah: 
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Mencari fakta-fakta; menentukan jalan kegiatan yang akan 
diikuti; memperkirakan waktu, tenaga dan bahan yang diperlukan 
dengan sendirinya merupakan kekuatan-kekuatan positif menuju 
manajemen yang bail<; membantu mencapai tujuan; perencanaan 
mengurangi kegiatan yang kebetulan dan tidak bergun~ usaha
usaha saling tindih. Bahwa perencanaan siap untuk penggunaan 
secara efektif fasilitas-fasilitas suatu organisasi yang tersedia. 
Untuk sesuatu jangka waktu terten~ penggunaan yang terbaik 
dilakukan dari apa yang tersedia. Selanjutnya, perencanaan 
mem.bantu seorang manajer untuk mem.peroleh kepercayaan dan 
kepemiropinan yang maju. 

2. Pengorganisasian 

Terry & Rue (2005:9) mengatakan pengorganisasian "mengelompokkan 

dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk 

meIaksanakan kegiatan-kegiatan itu", lebih lanjut Terry & Rue (2005:82) 

mengatakan "pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur 

semua sumber-sumber yang diperlukan, tennasuk manuma sehingga pekerjaan 

yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil". Sementara itu Ruslan 

(2007:2) mengatakan pengorganisasian (organizing) adaJah "pemberlan tugas 

terpisah kepada masing-masing pihak, mem.bentuk bagian, mendelegasikan 

dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan sistem 

kom1mikasi, serta mengoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang 

solid dan terorganisasi". Pengorganisasian menekankan pada proses atau 

rangkaian pem.bagian pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Pembagian 

pekerjaan yang d.imaksudkan adalah pembagian pekerjaan antara atasan dan 

bawahan, antara pekerjaan pokok dengan pekerjaan bantuan. 

Sasaran dari pengorganisasian adaJah diperolehnya suatu organisasi 

yang efektif untuk melaksanakan proses manajemen, sedangkan tujuan 
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pengorganisasian yaitu terselenggaranya proses manajemen Wltuk 

memperoleh hasil secara efisien dan efektif. Setiap organisasi yang 

menjalankan kegiatan diperlukan suatu pengorganisasian yaitu untuk 

membantu orang-orang dalam bekeIja bersama-sama secara efektif. Hal 

tersebut disebabkan karena "seorang manajer hams mengetahui kegiatan· 

kegiatan apa yang akan diurus, siapa yang membantu dan siapa yang dibantu, 

salman-salman komunikasi, pengelompokan pekeIjaan yang diikuti, 

hubungan-hubWlgan antara kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda 

susunan umum dari kelompok kerja itu" (Terry & Rue, 2005:82). 

Seperti telah diuraikan di mas bahwa pengorganisasian merupakan 

kegiatan-kegiatan Wltuk membagi-bagikan pekerjaanltugas, wewenang dan 

tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut maka pengorganisasian menurut 

Terry & Rue (2005: 11) memiliki fungsi sebagai berikut: 

(1) Identity - tetapkan dengan teliti dan tentukan pekeIjaan yang 
akan dilaksanakan. (2) Break work down - bagi-bagi pekeIjaan 
menjadi tugas setiap orang. (3) Tugas-tugas kelompok menjadi 
posisi-posisi. (4) Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi. 
(5) Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat 
dipimpin dan saling berbubungan dengan baik. (6) Bagi-bagikan 
pekerjaan, pertanggungiawaban dan luas kekuasaan yang akan 
dilaksanakan. (7) Ubah dan sesnaikan organisasi sehubungan 
dengan basil pengawasan dan kondisi-kondisi yang benlbah-ubah. 
(8) BerhubWlgan sela1u selama proses pengorganisasian. 

3. Penggerakan pelaksanaan 

Dalam menggerakkan manusia sebagai bawahan, seorang 

pimpinanlmanajer dituntut memiliki suatu kemampuan sebingga para 

bawahan dengan senang hati mengikuti ajakan dati pimpinanlmanajer. Terry 
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& Rue (2005:10) memberikan pengertian penggerakan sebagai "mengarahkan 

atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan". Lebih lanjut Terry 

& Rue (2005: 168) mengatakan "penggerakan menyangkut perilaku manusia 

dan merupakan sebuah unsur yang vital dalam mantYemen. Ia dapat 

didefinisikan sebagai membuat orang menyelesaikan pekerjaan dengan 

semangat, k:arena orang itu ingin melakukannya". 

Berdasarkan pendapat tersebut di alas maka penggerakan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh pimpinanlmantYer untuk membuat bawahan 

dapat melakukan tugas dengan senang hati seperti yang dikehendaki pimpinan 

sesuai dengan sasaran organisasi. atau dengan kata lain merupakan upaya 

menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas 

mereka yang telah diuraikan seeara lengkap. Penggerakan mempunyai sasa.ran 

agar seorang bawahan menjadi pengikut yang mat dan setia dalam 

mengerjakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, sedangkan tujuan dati 

penggerakan adalah agar penyelenggaraan mantYemen dan pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan secara efisien danefektif. 

Penggerakan merupakan inti dari manajemen karena fungsi ini 

merupakan fungsi yang berhubungan langsung dengan manusia. Keberbasilan 

sebuah manajemen sa.ngat tergantung pads sumber daya manusia yang terlibat 

di dalamnya. Sehingga tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa manusia 

merupakan faktor pusat, faktor pertama dan utama di dalam k.egiatan 

manajemen, oleh karena itu fuogsi penggerakan menurot Terry & Rue 

(2005:12) adalah: 
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(1) Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada 
bawahan. (2) Bagi-bagikan ukuran-ukuran pelaksanaan 
performance standards. (3) latih dan bimbing bawahan untuk 
memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu. (4) Beri jawaban upah 
berdasarkan pelaksanaan. (5) Puji dan tegur dengan jujur. (6) 
Adanya linglrungan yang memberikan dorongan dengan 
meneruskan keadaan yang berubah-ubah sma tuntutan
tuntutannya. (7) Ubah dan sesuaikan cara-cara menggerakan 
sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah. 
(8) berhubungan selalu selama proses penggerakan. 

4. Pengawasan 

Dalam proses kerja untuk mencapai hasil seperti yang telah 

direncanakan sebelumnya, sering kali terjadi pelaksanaan kerja yang tidak 

sesuai seperti rencana semula. Situasi yang dcmikian akan diketahui apabila 

dalam pelaksanaan kerja terdapat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

seorang pimpinan atau manajer. Terry & Rue (2005:10) memberikan 

pengertian pengawasan adaJab "mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, 

menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambiJ tindakan-tindakan 

korektif dimana perlu", lebih lanjut Terry (2005) mengatakan pengawasan 

merupakan proses penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar apa yang 

akan dihasilkan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan 

korektif sehingga pelaksanaan berjalan menurut rencana yaitu sesuai dengan 

standar. Sementara Siagian (2004) mengatakan pengawasan adalah proses 

pengamatan dati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



25 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinanlmanajer atau yang berwenang 

untuk mengetahui basil pelaksanaan kerja, kemudian memperbaiki apabila 

teljadi kesalahan atau penyimpangan dan mencegah teIjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan terulang kembali, sehingga basil yang dicapai sesuai dengan 

reneana yang telah ditetapkan. Sasaran dati pengawasan adalah memperbaiki 

ketidaksesuaian, penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan serta 

mencegah agar tidak teJjadi hal-hal yang mengaldbatkan ketidaksesuaian 

antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara 

yang menjadi tujuan dari pengawasan adalah menciptakan kondisi tertib, 

dinamis dan harmonis dalam penyelenggaraan manajemen sehingga akan 

diperoleh basil yang optimal dengan cam efisien dan efektif. 

Untuk melakukan kegiatan pengaw~ maka diperlukan penentuan 

performance atau pelaksanaan kerja meliputi pengamatan-pengamatan, 

laporan-Iaporan, dan data-data statistik. Terry & Rue (2005:235) mengatakan: 

Pengamatan langsung memberikan gambaran yang dikenal baik 
dari pelaksanaan kerja. Kuantitas dan kualitas pekeJjaan, metode
metode yang diik.uti dan lingkungan umum pekerjaan sesuai benar 
dengan pengamatan dan merupakan alat yang sengat baik untuk 
memeriksa dan me1aporkan intengibles-yang tidak kelihatan
seperti pengamatan semangat suatu kelompok keJja dan 
mengamati usaha-usaha pengembangan yang dilakukan untuk 
orang.-orang yang diJatih. Laporan--1aporan mengambil bentuk (a) 
lisen seperti wawancara-wawancara dan pembahasan 
berkelompok, maupun (b) tertulis, yang mungkin hanya deslaiptif 
semata atau mungkin memuat data statistik. 

Oleh schab itu kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen 

organisasi menurut Terry & Rue (2005) mempunyai kegunaan untuk 
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mencegah dan memperbaiki terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan 

dan penyelewengan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan, 

membuat setiap kegiatan badan usaha atau organisasi menjadi lebih dinamis, 

membuat setiap anggota organisasi bertanggungjawab secara optimal atas 

hasH pekerjaaan yang telah dilakukan, dan mendidik anggota organisasi untuk 

mentaati dan mengikuti semua aturan yang berlaku dan organisasi yang 

bersangkutan. 

5. Penganggaran 

Penganggaran adalah suatu kegiatan untuk menyediakan anggamn 

sedemikian rupa untuk. pelaksanaan kegiatan dan sarana manajemen dalam 

rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Suparmoko (dalam Ik:hsan ~ 

2007:9.4) mengatakan bahwa anggaran (budget) adalah "suatu daftar atau 

pemyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang 

diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tabun", Dengan 

demikian penganggaran merupakan serangkaian kegiatan untuk pengalokasian 

sumber-sumber daya (resources) yang dibuat secara terencana mengenai 

berbagai hal atau aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, 

ditujukan untuk mencapai sejmnlah tujuan tertentu dengan mengaitkan antara 

penerimaan-penerimaan yang diperkirakan dengan pengeluaran-pengeluaran 

yang direncanakan, sma menjadi suatu dasar atau basis untuk mengukur dan 

mengontrol pengeluaran dan pendapatan. 

Pada dasamya penganggaran dilakukan untuk memndahkan manajemen 

dalam mengelola berbagai aktivitas organisasi. Penganggaran merupakan 
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bentuk pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan. Secara 

wnwn fungsi penganggaran tidak jauh berbeda dengan fungsi keuangan 

negara sebagaimana diungkapkan oleh Musgrave (dalam Ik.hsan dk:k, 

2007:9.7) yakni "fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi", 

menurutnya fungsi alokasi dari anggaran adalah terkait dengan pengalokasian 

swnber swnber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang privat dan 

barang serta jasa publik melalui penganggaran. Fungsi distribusi dari 

anggaran terkait dengan peran anggaran dalam rangka pembagian kembali 

(redistribusi) pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi 

kesenjangan pendapatan. Sementara fungsi stabilitas terkait dengan peran 

anggaran sebagai alat kebijakan. Jones & Pendlebury (dalam Ikhsan dkk, 

2007:9.10) menyatakan bahwa fungsi utama dari suatu anggaran adalah: 

(a) Menetapkan pendapatan dan pengeluaran. (b) Membantu 
dalam perumusan kebijakan dan perencanaan. (c) Pengesahan 
(authorizing) pengeluaran-pengeluaran di masa yang akan datang. 
(d) Menyediakan/membentuk dasar bagi pengendalian pendapatan 
dan pengeluaran. (t) Menetapkan standar untuk menilai kerja 
(performance). (g) Memotivasi manajer dan pengawas. (h) 
Mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan tujuan yang 
berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Adapun tujuan dilaknlcannya penyusunan anggaran sebagaimana 

diungkapkan oleh Ikhsan dkk (2007:9.9) adalah: 

(a) Sebagai alat pertanggungjawaban, terutama pertanggung
jawaban keluar (external accountability). (b) Sebagai alat 
informasi untuk kebutuhan di dalam organisasi (biasanya 
anggaran dibutuhkan oleh manajemen). (c) Sebagai alat bantu 
bagi terselenggaranya program dan proyek agar lebih berhasil 
(efektit). (d) Sebagai alat untuk mengendaJjkan, mengatur, atau 
mengelola perekonomian. 
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Namun demikian, dalam implementasi kebijakan publik sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

VanMeter dan VanHorn (dalam Agustino, 2006) memformulasikan 6 faktor 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 

(1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber 
daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, 
fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, 
seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik 
lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi 
kebijakan, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik dimana kebijakan 
tersebut dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari 
pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan 

Edward III (dalam Agustino, 2006:156) mengatakan ada 4 faktor atau variabel 

krusial dalam implementasi kebijakan publik, "variabel yang sangat menentukan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1) komunikasi, 2) 

sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi". Sementara itu Mazmanian 

dan Sabatier (dalam Agustino, 2006: 163) berpendapat bahwa "peran penting dari 

implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada 

keseluruhan proses implementasi". Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam 

Agustino, 2006) variabel-variabel yang mempengaruhi tersebut yaitu: 

1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: (a) 
kesukaran-kesukaran teknis, (b) keberagaman perilaku yang diatur, 
(c) persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok 
sasaran, (d) tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang 
dikehendaki, dan 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses 
implementasi secara tepa!, meliputi : (a) kecermatan dan kejelasan 
penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, (b) 
keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, (c) ketetapan alokasi 
sumber dana, (d) keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di 
antara lembaga-Iembaga atau instansi pelaksana, ( e) aturan-aturan 
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pembuat keputusan dari barlan-badan pelaksan~ (f) kesepakatan para 
pejabat terbadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, 
(g)akses formal pihak-pihak luar, serta 3) Variabel-variabel di luar 
Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi : (a) 
kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (b) dukungan publik, (c) sikap 
dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, (d) 
kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat diukur dari proses 

pencapaian hasil akhir sebagaimana diungkapkan oleh Grindle (dalam Agustino, 

2006:167) sebagai berikut: 

1) Dilihat dari prosesny~ dengan mempertanyakan apakah 
pe)aksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) 
dengan merujuk pada wi kebijakannya. 2) Apakah tujuan kebijakan 
tercapai Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : (a) 
impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, 
(b) tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok 
sasaran dan perubahan yang terjadi. 

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau 

mengawasi perilaku manusia dalam berbagai cam, untuk membujuk orang 

supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah. 

Agustino (2006) mengatakan jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-

orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak 

memakai cam yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang 

ditentukan maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem 

hasilnya nol. Selanjutnya Agustino (2006) mengatakan bahwa ada beberapa 

faldor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik sebagai 

berikut: 

1. 	Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan, yaitu: 

a) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. 
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b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan 


c) Adanya sanksi hukum 


d) Adanya kepentingan publik 


e) Adanya kepentingan pribadi 


f) Masalah waktu 


2. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan, yaitu: 

a) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada 

b) Tidak adanya kepastian hukum 

e) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi 

d) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum 

Oleh karena itu suatu kebijakan yang cemerlang mungkin akan mengalami 

kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik oleh 

para pelaksananya sehingga tujuan yang diinginkan dan dampak yang 

diharapkan menjadi tidak tercapai. 

Berbicara dampak kebijakan maka tidak akan terlepas dari evaluasi atau 

penilaian kebijakan, hal tersebut disebabkan karena evaluasi adalah tahap 

terak:hir dari proses perumusan kebijakan. Sebagai salah satu kegiatan, evaluasi 

kebijakan tidak banya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas 

sebelumnya yaitu pengesaban dan pelaksanaan, tetapi terjadi pada seluruh 

aktivitas fungsional lain meliputi evaluasi substansi kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan dan dampak kebijakan. Menurut Islamy (2001:113) dari sudut 

spesifikasi objeknya berarti menilai basil-basil pelbagai macam program

program yang dilabanakan pemerintah sesuai dengan problem-problem yang 
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dihadapi oleh masyarakat, misalnya dibidang kesehatan, apakah telah terlaksana 

dengan baik atau belum, sementara menurut Dunn (2000:28) "evaluasi 

membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang 

ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar

benar dihasilkan". Kemudian dari evaluasi tersebut akan memberikan hasil akhir 

atau kesimpulan dari program-program pemerintah apakah efektif atau tidak, 

mempuny81 dampak positif yang lebih besar dati dampak negatif atau 

sebaliknya. 

Evaluasi kebijakan negara biasanya banyak dilakukan untuk mengetahui 

dampak kebijakan negara. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program 

kebijakan pemerintah meraih basil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan 

pemerintah gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal tersebut berarti evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sehab 

kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah 

yang telah dilaksanakan meraih dampak atau manfaat yang diinginkan. 

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:166) evaluasi 

kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda Ittugas pertama 

adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh 

suatu kebijakan dengan cam menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas 

kedua adalah untuk menilai keberbasilah atau kegagalan dati suatu kebijakan 

berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya". Menurut 

Winarno (2002:166) tentang tugas-tugas tersebut adalah: 
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Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program 
kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan 
ataukah tidak. BHa tidak, faktor-faktor apa yang menjadi 
penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam 
merwnuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? Tugas 
kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan 
tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi
konsekuensi melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka 
kita dapat mengetabui apakah program kebijakan yang dijalankan 
sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita 
dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil 
atau gagal? Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan 
adalab menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam 
meraih dampak yang diinginkan• 

Dengan demikian suam penilaian kebijakan adalah ditujukan untuk melihat 

sejauh mana program-program kebijakan pemerintah yang telah dijalankan 

mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Hal ini 

berarti penilaian ditujukan untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi 

suatu program kebijakan dijalankan dalam memberikan pemecahan masalah yang 

ada. Efektifitas berkenaan dengan cam yang digunakan untuk memecahkan 

masalab, sedangkan efisiensi menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

suatu program kebijakan. Dalam hal ini Winarno (2002: 182) memberikan 

pandangan bahwa: 

Tidak semua masalah-masalah publik dapat dipecahkan oleh 
program-program kebijakan atau dengan kala lain, tidak semua 
program kebijakan yang dijalankan meraih dampak yang diinginkan. 
BHa kondisi seperti ini yang terjadi maka akan menimbulkan 
pertanyaan mengapa program kebijakan gaga! meraih dampak yang 
diinginkan? Evaluasi kebijakan berguna dalam melihat sebab-sebab 
kegagalan tersebut. 

Berdasarkan pandangan tersebut maka perubahan kebijakan dan 

penghentian kebijakan merupakan kegiatan selanjutnya setelah penilaian 
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kebijakan. Melalui identifikasi masalah-masalah kebijakan yang timbul dan 

kegagalan-kegagalan program kebijakan, maka selanjutnya dalam lingkaran 

kebijakan dilakukanlah perubahan atau penghentian suatu kebijakan. "Konsep 

perubahan kebijakan (policy change) merujuk pada penggantian kebijakan yang 

sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain. Perubahan kebijakan ini 

meliputi pengambilan kebijakan barn dan merevisi kebijakan yang sudah ada" 

(Winamo, 2002:182). 

Namun demikian tentunya tidak semua kebijakan akan menimbulkan 

masalah dan gagal dalam meraih dampak yang diinginkan. Banyak juga program

program kebijakan pemerintah yang telah berhasil meraih dampak yang 

diinginkan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah terns 

menjalankan program-program kebijakan tersebut. 

Berbicara tentang dampak hal tersebut berarti adanya akibat, pengaruh atau 

konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program, 

baik itu akibat yang diharapkan maupun akibat yang tidak diharapkan. Bila 

dihubungkan dengan pengertian kebijakan publik serta pengertian dari 

implementasi kebijakan, maka dampak kebijakan publik berarti suatu akibat, 

pengaruh atau konsekuensi dari serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

demi kepentingan seluruh masyarakat, baik itu akihat yang diharapkan maupun 

akibat yang tidak diharapkan. Dampak tersebut mempunyai beberapa macam 

dimensi yang hams dipertimbangkan dengan seksama. Adapun dimensi dampak 

kebijakan tersebut menurut Anderson (dalam Islamy, 2001) meliputi: 
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(a) Dampak kebijakan yang diharapkan (intended impact) atau tidak 
diharapkan (unintended impact) baik pada problernanya maupun 
pada masyarakat. (b) Dampak kebijakan pada situasi atau keadaan 
orang-orang atau kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan 
yang dinamakan dengan dampak yang melimpah (externalities or 
spillover effects). (c) Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang 
atau kondisi yang akan datang. (d) Dampak kebijakan terbadap biaya 
langsung (direct costs) yang harus dikeluarkan untuk program
program kebijakan pemerintah. (e) Dampak kebijakan terhadap 
biaya tidak langsung (indirect costs) yang ditanggung dan 
dikeluarkan oleh masyarakat sebagai akibat adanya program
program kebijakan pemerintah. 

Perlu ditegaskan bahwa dampak kebijakan (policy outcomes atau policy 

consequences) berbeda pengertiannya dengan hasil kebijakan (policy outputs). 

HasH kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses 

perumusan kebijakan negara misalnya kebijakan tentang perumahan akan 

menghasilkan berdirinya bangunan-bangunan rumah. Semen tara dampak 

kebijakan adalah akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi apa yang 

ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan negara tersebut misalnya apakah 

kebijakan pembangunan puskesmas telah memberikan akihat semakin tingginya 

kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jadi dampaknya 

dapat dilihat pada perubahan sikap masyarakat tentang pelayanan kesehatan, 

apakah adanya kebijakan program Jamkesmas yang diimplementasikan telah 

memberikan dampak semakin meningkatnya kesehatan kelompok masyarakat 

miskin sebagai sasaran dan meningkatnya kesehatan masyarakat secara optimal. 

Menurut Winarno (2002:184) "Pada dasarnya, setiap kebijakan 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin meraih dampak-dampak yang 

diinginkan. Namun demikian, karena proses kebijakan merupakan proses yang 
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kompleks, maka seringkali program~program kebijakan tidak. dapat meraih tujuan 

atau dampak yang diinginkan". Mengingat bahwa pembangunan masyarakat 

merupakan suatu proses perubahan yang terencana menuju suatu kondisi yang 

lebih baik atau berdampak positif, maka munculnya dampak negatif atau side 

effect negatif tersebut seolah~lah merupakan hal yang kontradiktif. 

Menurut Islamy (2001) ada sembilan faktor yang menyebabkan kebijakan 

publik tidak. memperoleh hasil atau dampak yang diharapkan (intended impact) 

yaitu pertama, sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material dan 

waktu. Kedua, kesdahan dalam pengadministrasian kebijakan. Ketiga, problema

problema publik yang ada seringkali timbul disebabkan karena berbagai faktor. 

Keempat, masyarakat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri. Kelima, 

adanya beberapa tujuan kebijakan yang bertentangan satu sarna lain. Keenam, 

usaha-usaha untuk. memecahkan masalah memakan biaya lebih besar dari 

masalahnya sendiri. Ketujuh, problema publik yang tidak dapat dipecahkan 

secara tuntas. Kedelapan, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika 

kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan. Kesembilan, adanya masalah

masalah barn yang lebih menarik sehingga mengalihkan perhatian orang pada 

masalah yang telah ada. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan atau proses 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan ada dampak positif dan 

dampak negatifnya. Berdasarkan pendekatan sistem politik maka dampak 

kebijakan baik yang positif maupun yang negatif akan difungsikan sebagai umpan 
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balik dan dimasukkan ke dalam masukan (input) dalam proses perwnusan 

kebijakan publik berikutnya dengan harapan dapat meningkatkan mutu kebijakan. 

B. Program Jamkesmas sebagai Kebijakan Publik 

Hogwood dan Gunn (dalam Azwar, 2007) mengelompokkan aneka ragam 

penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, dan salah satu 

diantaranya adalah policy as a programme atau kebijakan sebagai program. 

Berbicara tentang suatu program maka menurut Hogwood dan Gunn (dalam 

Azwar, 2007:13) secara umum yang dimaksud adalah tlsuatu lingkup kegiatan 

pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, meneakup serangkaian 

kegiatan yang menyangkut pengesahanllegislasi, pengorganisasian dan 

pengerahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan". Menurut Terry 

(dalam Defliana, 2004: 19) program adalah: 

sebuah rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam
macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk 
sebuah pola yang terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan 
tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan serta jadwal-jadwal 
waktu untuk masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha 
mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. 

Sementara itu Siagian (dalam defliana, 2004:19) mendefinisikan program 

sebagai "usaha kongkritisasi langkah-langkah yang harus ditempuh, yang dasar

dasarnya telah diletakkan dalam strategi organisasi". Sedangkan Mustopadidjaja 

(2000:32) berpendapat "program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis 

sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana". Oleh 

karena itu kalau kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, maka kebijakan 

itu dapat terdiri daD sejumlah program misalnya pemberian subsidi bagi 
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masyarakat miskin, inpres desa tertinggal, jaminan pemeliharaan kesehatan 

masyarakat dan sebagainya Sebagai salah satu program di bidang kesehatan 

dalam meningkatkan derajat kesehatan maka pemerintah telah melanearkan suatu 

program dengan nama Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang 

diperuntukkan bagi masyarakat miskin. T erjadinya krisis ekonomi global 

tentunya akan semakin mempengaruhi status kesehatan masyarakat miskin. 

Tentang kemiskinan itu sendiri banyak sekaIi konsep yang dijumpai, diantaranya 

dapat dilihat seeara absolut dan secara relatif. Soedamo (dalam Prihan~ 

2006:29) memberikan pengertian kemiskinan absolut dan relatif sebagai berikut: 

Kemiskinan mutlak (Absolute Poverty) diartikan sebagai ketidak
mampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan 
dasamya, bahkan kebutuhan fisik minimumnya Kemampuan 
minimal yang perlu dimiliki oleh seseorang atau kelompok agar 
dapat hidup eukup, terbebas dati kemiskinan mutlak ini disebut garis 
kemiskinan. Garis kemiskinan ini secara kasar dapat dinyatakan 
daIam penghasilan perkapita per tahun, bisa pula dengan 
pembelanjaan konsumtif perjiwa per tahun. Kemiskinan relatif yaitu 
ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan diantara berbagai 
lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang atau jasa/pelayanan 
daIam menikmati kehidupan yang makmur. Di daIam suatu 
masyarabt dikatakan terdapat kemiskinan relatif, apabila ada 
lapisan atau kelompok tertentu yang tidale mendapatkan atau 
menikmati apa yang diperoleh dan didapat oleh lapisan atau 
kelompok lain. 

Sementara itu Chalid (2007:6.1) memberikan pengertian kemiskinan 

tersebut sebagai berikut: 

Kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, 
kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasikan 
jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. 
Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasionaI yang 
diterima oleh masing-masing golo088O pendapatan. Dengan kata 
lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah 
distribusi pendapatan. 
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Selanjutnya ia mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara 

konseptual terbagi dalam tiga kategori yaitu: 

Pertam~ kemiskinan alamiah., yaitu kemiskinan yang timbul sebagai 
wbat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena tingkat 
perkembangan teknologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya 
adalah kemiskinan wbat jumIah penduduk yang melaju dengan 
pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tetap. Kedua, 
kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu 
golongan masyarakat karena struktur sosial serungga mereka tidak 
dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenamya 
tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena 
kelembagaan yang ada membuat anggota kelompok masyarakat 
tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. 
Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena 
tuntutan tradisiladat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti 
upacara perkawinan, kematian atau pesta-pesta adapt lainnya 
termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, 
malas, konsumtif, serta kurang orientasi ke depan (Chalid, 2007:6.3) 

Dalam rangka menghindari makin menurunnya status kesehatan, 

pemerintah perlu melakukan serangkaian tindakan dan upaya untuk membantu 

masyarakat miskin tersebut diantaranya melalui suatu kebijakan publik yang 

diberi nama Program Jamkesmas. 

c. Efektivitas Organisasi 

Organisasi merupakan suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk 

mengorganisasi suatu pekerjaan sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan. 

Melalui organisasi maka suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Menurut Mooney (dalam Khofifi, 2009) "organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama", dan menurut Stoner 

(dalam Khofifi, 2009) ..organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang 

melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan 
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bersama", sementara Robbins (dalam Purwanto dkk., 2007:1.3) mendefmisikan 

organisasi sebagai "kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan 

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus

menerus untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok tujuan yang telah 

ditetapkan". Dengan demikian suatu organisasi haruslah mengandung unsur

unsur yaitu adanya kesatuan sosial yang dikordinasikan secara sadar, adanya 

batasan yang relatif dapat diidentifikasi, adanya keterikatan yang terus menerus 

serta adanya tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam menjalankan pekerjaan atau fungsinya suatu organisa.~i pasti akan 

mempengaruhi atau sebaliknya dipengaruhi oleh lingkungannya, hal tersebut 

umumnya menyangkut 3 hal besar yaitu desain organisasi, struktur organisasi 

dan budaya organisasi. Desain, struktur dan budaya organisasi dipengaruhi oleh 

lingkungan, sedangkan struktur dan budaya dipengaruhi oleh desain. Menurut 

Jones (dalam Purwanto dkk, 2007:1.30) tldesain organisasi adalah proses di mana 

para manajer memilih dan mengelola aspek-aspek dan struktur dan kultur 

sehingga organisasi dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatannya dalam 

upayanya meneapai tujuan". Adapun masalah dalam mendesain organisasi adalah 

kemampuan menjembatani jurang antara faktor-faktor organisasi dan falctor

faktor individual dengan mengembangkan konsistensi, hubungan dan kesesuaian 

antara faktor-faktor tersebut. 

IGnerja suatu organisasi akan menurun apabila gagal dalam mendesain 

organisasi secara efektif dan efisien, hal tersebut ditandai dengan keluarnya 

tenaga-tenaga potensial, semakin sulitnya memperoleh sumber daya, dan 
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menurunnya keseluruhan proses penciptaan nilai bagi organisasi. Berdasarkan 

hal tersebut maka efektifitas suatu organisasi ditentukan oleh desain organisasi 

yang mampu mempertemukan kepentingan individu dan organisasi serta strategi 

organisasi. Purwanto dkk (2007: 1.31) mengatakan "pada umumnya efektivitas 

organisasi diberikan pengertian sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai 

tujuan seeara efisien dengan sumber daya yang tersedia. Organisasi yang efektif 

adalah organisasi yang mendesain struktur dan budayanya sesuai dengan 

keinginan stakeholder". 

Dari penelitian Peters dan Waterman (dalam Purwanto clkk, 2007:1.31), 

menyimpulkan bahwa organisasi yang dikelola dengan baik dan sangat efektif 

memiliki 8 (delapan) karakteristik yaitu : 

1) mempunyai hasH terhadap tindakan dan penyelesaian pekeJjaan; 
2) seJalu dekat dengan pelanggan sehingga mengetahui 
kebutuhannya; 3) memberikan otonomi yang tinggi kepada pegawai 
dan memupuk semangat kewirausahaan ; 4) peningkatan 
produktivitas melalui partisipasi; 5) pegawai mengerti kemauan 
perusahaan dan manajer terlibat aktif pada permasalahan dalam 
semua tingkat; 6) dekat dengan usaha yang diketahui dan dipahami; 
7) memiliki struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan 
star pendukung yang berjumlah minimal; 8) penggabungan kQntrol 
yang ketat dengan desentralisasi. 

Selanjutnya Robbins (dalam Purwanto dkk, 2007:1.32) menambahkan 

"efektivitas organisasi dipengaruhi secara kuat oleh struktur organisasi yang 

tepat". Sementara Steers ill (dalam Purwanto clkk, 2007:1.32) menyatakan 

"pengembangan desain struktur organisasi merupakan tugas yang amat 

pundamental bagi para menajer. Kesalahan dalarn mendesain struktur dapat 

mengakibatkan adanya duplikasi wewenang dan tangguDg jawab. kontlik, 
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koordinasi yang kacau, ketidaksesuaian antara keterampilan dan tugas dan lain-

lain". Lebih lanjut Steers dkk (dalam Purwanto dkk, 2007:1.32) mengemukakan 

beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu : 

1. Karakteristik organisasi seperti struktur dan teknologi. 

2. Karakteristik lingkungan seperti ekonomi, sosial, dan peraturan pemerintah. 

3. Karakteristik pegawai seperti prestasi keIja. 

4. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek manajerial. 

ChampbeU (dalam Purwanto dkk, 2007:1.33) menyebutkan ada 29 kriteria 

untuk mengukur keefektifan organisasi. Adapun ke-29 kriteria tersebut adalah : 

1) keefektifan keseluruhan; 2) produktivitas; 3) efisiensi; 4) laba; 5) 
kualitas; 6) kecelakaan; 7) Pertumbuhan; 8) kemangkiran; 9) 
penggantian pegawai; 10) kepuasan keIja; 11) motivasi; 12) moral 
atau semangat keIja; 13) kontrol; 14) kontliklsolidaritas; 15) 
fleksibilitas atau penyesuaian; 16) pereneanaan dan penetapan 
tujuan; 17) konsesnsus tentang tujuan; 18) intemalisasi tujuan 
organisasi; 19) keterampilan interpersonal manajerial; 20) 
keterampilan m8.lU\ierial; 21) manajemen informasi dan komunikasi; 
22) kesiapan; 23) pemanfaatan lingkungan; 24) evaluasi pihak luar; 
25) stabilitas; 26) nilai sumber daya manusia; 27) partisipasi dan 
pengaruh yang digunakan bersama; 28) penekanan pada pelatihan 
dan pengembangan; 29) penekanan pada performa. 

Dari 29 kriteria tersebut diatas, maka secara global terdapat 6 pendekatan 

untuk mengukur efektivitas yaitu ukuran yang dikemukakan oleh Robbins (dalam 

Purwanto.dkk, 2007:1.43) yaitu: 

1) Pendekatan peneapaian tujuan, yang mengukur efektivitas 
organisasi hanya semata-mata dilihat dari segi. kemampuan 
organisasi dalam mencapai tujuan organisasi; 2) Pendekatan sistem 
yang mengukur efektifitas organisasi dari segi. kineIja intern 
organisasi dalam menanggapi permintaan lingkungan; 3) Pendekatan 
konstituensi strategis adalah pendekatan yang mengukur efektivitas 
dengan mengukur bagaimana organisasi menanggapi pengaruh 
lingkungan. Hanya pendekatan ini lebih melihat bahwa organisasi 
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dapat memilih sendiri lingkungannya. Ini yang membedakannya 
dengan pendekatan sistem. 

Sementara 3 (tiga) ukuran lain yang dikemukakan oleh Jones (dalam Purwanto 

dkk, 2007:1.43) adalah: 

1) Pendekatan sumber eksternal, yaitu mengukur efektivitas 
organisasi berdasarkan kemampuannya dalam menjalin hubungan 
dengan pihak eksternal; 2) Pendekatan sistem internal, yaitu 
mengukur efektivitas organisasi dengan mengukur kemampuan 
ldnerja intern organisaSi dalam menjalankan fUngsinya; 3) 
Pendekatan teknis (technical approach), yaitu mengevaluasi 
kemampuan organisasi dalam mengkonversi keterampilan dan 
sumber-sumber menjadi barang dan jasa secara efisien. 

Dengan demikian terdapat beberapa kesamaan antara pendekatan yang 

dikemukakan oleh Robbins dan Jones tersebut di atas. Terdapat kesamaan antara 

pendekatan sumber eksternal dengan pendekatan konstimensi, sem pendekatan 

sistem dengan sistem internal. 
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D. Kerangka 8erpikir 

Gambar2.1 

Kerangka Berpikir 


Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesmas 

di Puskesmas Tahun 2008 
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Dilatarbelakangi oleh masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin, 

kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serm 

kesehatan sebagai hak fundamental setiap otallg, maka ditetapkanlan Pr()gram 

Jamkesmas sebagai sebuah kebijakan jaminan sosial yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 

Namun sebelum sampai pada tujuan yang hendak dicapai. maka ada proses 

yang hams dilalui yaitu pelaksanaan kebijakan program yang dikaitkan dengan 

kegiatan manajemen program yang tentunya akan sangat menentukan tepat atau 

tidaknya sasaran, berhasil guna atau tidak, dan berdaya gtina atau tidak. Dalam 

pelaksanaannya ada beberapa aktivitas atau fungsi manajemen yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan program diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan pelaksanaan, pengawasan, dan pengangganm serta mKtor-faktor yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program 

jamkesmas di puskesmas. 

Jika dalam pelaksanaannya berhasil guna, berdaya guna dan tepat sasaran. 

maka tujuan peningkatan akses dan kuaJitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

ntiskin akan tercapai, sehingga tujuan tersebtit menjadi efektif sebingga apa yang 

menjadi tujuan program dan organisasi akan berdampak pada tercapainya efektivitas 

organisasi. Demikian pula sebaliknya apabila pe]aksanaannya tidak berhasil guna, 

tidak berdaya guna dan tidak tepa! sasaran, malta tujuan peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tidak akan tercapai. sebingga 

tujuan tersebut menjadi tidak efektif sehlngga apa yang menjadi tujuan program dan 

organisasi akan berdampak pada tidak terCapainya efektivitas orgamsasi. 
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E. Definisi Operasional 

Setelah mengkaji beberapa definisi dan pengertian tentang manajemen dan 

pelaksanaan kebijakan publik, maka defmisi operasional variabel beserta 

indikator dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam penjelasan singkat sebagai 

berikut: 

I. 	Kebijakan Publik adalah serangkaian arab tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

tertentu untuk memeiltihi kepentingan masy8.l'akat atau publik. 

2. Program 	 Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah Program 

bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak 

mampll yang bettujllan llhttik meni.D.gkatfiya WllpaD masyarakat miskin dan 

tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya 

dan di Rumah Sakit, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskiii; setta tetselenggatanya pengelolaan ke1.iai1gan yang 

transparan dan akuntabel. 

3. Manajemen 	Pelaksanaan Kebijakan Program di Puskesmas adalah suatu 

proSes yang dilaktik.an oleb indiVidll-indiVidll atall kelompok-kelompok 

pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan bagi pelaksanaan program di 

pUSkeSmas Ihelallli pemanfaatan sumber daya manUSia tnlllai dari tahap 

penyusunan perencanaan kegia~ pengorganisasian, penggerakan 

pelaksanaan kegia~ pelaksanaan pengawasan dan penganggaran. 
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4. Perencanaan 	 adalah rangkaian kegiatan menetapkan hal-hal yang akan 

dikerjakan oleh puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan program jamkesmas 

pada waktu yang akan datang berdasatkan fakta-fakta dan peiiilldran yang 

matang dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan, mulai dari 

penyusunan dokumen perencanaan kegiatan (plan of action) program 

jamkesmas dalam rangka memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dibuat 

Wltuk masa yang akan datang, keterlibatan anggota organisasi atau staf 

puskesmas dalam penyusunan perencanaan kegiatan • serta proses yang 

dilaktikari dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan. 

5. Pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas menyuSWl suatu kerangka yang 

menjadi wadah segenap kegiatan usaha kerja sarna dengan jalan membagi dan 

meilgelompokkan pekeI'jaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. serta 

menetapkan dan menyusWl jalinan hubWlgan kerja di antara satuan-satuan 

organisasi puskesmas atau para pejabatnya dalam pelaksanaan kebijakan 

program jamkesmas mulai dari pembentukan tim pengelola program 

jamkesmas di puskesmas beserta strukturnya serta pembentukan tim 

pen.da.t.aan masyatakat ttUskifi besetta stri.ikttntiya di tiligkat puskesmas. 

6. Penggerakan pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan 

Wltuk membuat bawahan dapat melaksanakan tugas dan kegiatan dengan 

senang bali seperti yang dikehendaki sesUai deJigan sasatan otgamsasi dan 

kebijakan program jamkesmas di puskesmas mulai dari kegiatan penggerakan 

berupa pembinaan pimpinan, pendataan kelompok sasaran kebijakan program 

(m.asyatakat miskin)~ kriteria yang digu.nakan dalam penetapan kelompok 
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sasaran masyarakat miskin, upaya yang dilakukan puskesmas untuk mengalasi 

masyarakat miskin yang belum terdata, kepemilikan kartu peserta jamkesmas 

oleh Ii:18Syatakat miskin, jartgkatum akses pelayartan kesehstan dan kualitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin, jaminan alas 

semua jenis pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, serta 

kemudahan stati mekamsme yang dibetlakUkan oleh puskestnas dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. 

7. Pengawasan 	 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau yang 

beiWenang tiJittik mengetabui basil pelaksanaan kerja di puskesmas. kemudian 

memperbaiki apabila terjadi kesa1ahan atau penyimpangan dan mencegah 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali, sehingga basil yang 

dicapai seswu dengan tencana yang telah ditetapkan dalam program 

jamkesmas mulai dari pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh kepala 

puskesmas, pejabat pada tingkat dinas kabupaten, dan pejabat fungsional 

pengawasan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten, saran-saran basil 

pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan-temuan atau penyimpangan

penyimpangan serta pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiaum program 

jamkesmas dan penyampaian pelaporan. 

8. Penganggaran adalah 	suatu kegiatan untuk menyediakan anggaran dalam 

program jamkesmas sedemildan rupa unttik pelaksanaan kegiatan dan sararts 

manajemen di puskesmas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan 

mulai dati kecukupan alokasi anggaran program jamkesmas, upaya yang 

diJ.a:kukan puskesmas apa'bUa angganm program jattikesmas tidak meJ1cukupi, 
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ketepatan waktu dalam penyaluran alokasi anggaran dari pusat ke puskesmas, 

serta mekanisme yang diberlakukan dalam penyaluran alokasi anggaran 

program jatnkesmas ke puskesmas. 

9. Faktor pendukung dan penghambat adalah semua faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program jamkesmas di 

Puskesmas, baik yang berasal dati dalam (internal) maupun dari luar 

(eksternal) puskesmas yaitu kejelasan standard an tujuan program, tersedianya 

sumber daya, komunikasi yang lancar, karakteristik lembaga, kondisi sosial 

ekonomi politik, adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana, mudah 

tidaknya masalah yang digarap, kemampuan kebijakan menstruktur proses 

implementasi secara tepat, respek anggota masyarakat pada otoritas keputusan 

pemerintah, adanya kesadanm tmtuk menerima kebijakan, adanya 8aJ:iksi 

h~ adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, adanya 

masalah waktu, kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, 

tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam 

organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 
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BAB III 


METODE PENELITIAN 


A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) ataU menjelaskan sesuatu hal apa adailya (Irawan, 2007) sesuai 

kondisi objek penelitian yaitu puskesmas atau jajaran dinas kesebatan dalam 

pelaksanaan kebijakan program jamkesmas di Kabupaten Sintang. Sementara 

pefidekatan lruantitatif adalah suaw metode penelitian yang betupaya menjelaskan 

variabel penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik. 

B. Popului dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit puskesmas yang ada pada 

jajaran Dinas Kesebatan di Kabupaten Sintang dan masyarakat miskin peserta 

jamkesmas yang pernah memanfaatkan puskesmas untuk mendapatkan pelayanan 

keselWafi dAlam program j8iilkesmas. Adaptih jumlah pu.skesmas yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi atau total sampling dan 

puskesmas yang ada yaitu sebanyak 16 puskesmas yang tersebar' dalam 14 

Wilayah keeamatan di Kabupaten Sintang. Umt penelitian ini adalah lembaga 

sehingga tidak secara otomatis dapat menjadi responden penelitian, dengan 

demikian diperlukan adanya responden yang dianggap mewakili lembaga 

terSebtit. Sementata sampel dan masyatakat dilakUkan secara pu1pOsif dengan 
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mengambil sebanyak 48 orang peserta jamkesmas yang pemah memanfaatkan 

puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan rincian 3 responden 

masyarakat nUskin pada masing-masing wilayah puskesmas. 

Oengan demikian jumlah sampel keseluruhan adalah 64 orang, untuk 

sampel atau responden dari puskesmas sebagian besar atau 68,75% diwakili oleh 

kepala puskesmas dan 31,25% diwakili oleh staf puskesmas, dertgan tingkat 

pendidikan 37,50% S-1 Kedokteran, 37,50% SMA sederajat, dan 25% 0-3 

Kesehatan. Sebagian besar atau 68,75% diwakili oleh responden laki-laki dan 

31,25% diwakili oleh responden perempuan. 

Sementara untuk responden masyarakat miskin peserta jamkesmas 25% 

memiliki pekerjaan sebagai petani, 22,92% sebagai nelayan, 18,75% sebagai 

bUttih, 18,75% tidilk mem.iliki pekerjaan tetap, dan 14,58% sebagai ttikaIig, 

dengan tingkat pendidikan 47,92% SO tidak tamat, 39,58% tamat SO, dan 

12,50% SLTP tidak tamat, yang mana sebagian besar atau 77,08% diwakili oleh 

responden laki-Iaki dan 22,92% diwak:ili oleh responden perempuan. 

C. Instrumen Penelitian 

Oata yang dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sek:under. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan instrumen 

kUesiofier (queslionaire). Sedangkan data sektioder diperoleh dati literatut

literatur yang terkait dengan kajian dan laporan serta dokumen kegiatan program 

jamkesmas. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman 

reView dokumert (document review). 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengurnpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik atau 

metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan 

instrumen kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data yang 

dik:Umpulkan dengan metode survei merupakan data primer dim.ana 

pengurnpulannya dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada 

seluruh responden yang dianggap dapat mewakili lembaga atau unit penelitian 

yaitu seluruh puskesmas yang telah melaksanakan program jamkesIilas di 

Kabupaten Sintang serta masyarakat miskin peserta jamkesmas yang pemah 

memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan. Untuk melengkapi 

data primer yang dijaring maka peneliti juga melakukan pengtimpulan data 

sekunder menggunakan telaahan dokumen berupa profil dinas kese~ literatur 

dan laporan-laporan program serta Peraturan atau Keputusan Bupati Sintang 

terkait dengan pelaksanaan Program Jamkesmas di Kabupaten Sintang. 

E. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengatur dan 

mengolah data sedemikian rupa. Pengolahan data primer atau kuesioner dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kuantitatif yaitu 

menggunakan rtiiIlus-nimliS statistik yang dilakukan secara manual melalUi 

program Microsoft Office Excel 2003. Adapun tahap ana1isis kuantitatif ini 

perttmUl. dilakukan dengan pemberian kode-kode pad.a item pertanyaan (koding) 

beserta oregori penilaian pada masing-masing jawaban respOnden sehingga akan 

mempermudah dalam proses perbitungan dan penerapannya. Kedua. melak.ukan 
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decoding dan memberi tafsiran serta deskripsi terhadap hasil perhitungan statistik 

yang telah dilakukan melalui deskripsi kuantitatif. Data-data hasil penelitian yang 

telah diolah secara kuantitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel 

distribusi dan selanjutnya diberikan tafsiran serta interpretasi melalui analisis 

kualitatif. 

.. 


14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



14/41157.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA


	1 cover
	2 bab 1_Page_1
	2 bab 1_Page_2
	2 bab 1_Page_3
	2 bab 1_Page_4
	2 bab 1_Page_5
	2 bab 1_Page_6
	2 bab 1_Page_7
	2 bab 1_Page_8
	3 bab 2 & 3
	4 bab 4_Page_01
	4 bab 4_Page_02
	4 bab 4_Page_03
	4 bab 4_Page_04
	4 bab 4_Page_05
	4 bab 4_Page_06
	4 bab 4_Page_07
	4 bab 4_Page_08
	4 bab 4_Page_09
	4 bab 4_Page_10
	4 bab 4_Page_11
	4 bab 4_Page_12
	4 bab 4_Page_13
	4 bab 4_Page_14
	4 bab 4_Page_15
	4 bab 4_Page_16
	4 bab 4_Page_17
	4 bab 4_Page_18
	4 bab 4_Page_19
	4 bab 4_Page_20
	4 bab 4_Page_21
	4 bab 4_Page_22
	4 bab 4_Page_23
	4 bab 4_Page_24
	4 bab 4_Page_25
	4 bab 4_Page_26
	4 bab 4_Page_27
	4 bab 4_Page_28
	4 bab 4_Page_29
	4 bab 4_Page_30
	4 bab 4_Page_31
	4 bab 4_Page_32
	4 bab 4_Page_33
	4 bab 4_Page_34
	4 bab 4_Page_35
	4 bab 4_Page_36
	4 bab 4_Page_37
	4 bab 4_Page_38
	4 bab 4_Page_39
	4 bab 4_Page_40
	4 bab 4_Page_41
	4 bab 4_Page_42
	4 bab 4_Page_43
	4 bab 4_Page_44
	4 bab 4_Page_45
	4 bab 4_Page_46
	4 bab 4_Page_47
	4 bab 4_Page_48
	4 bab 4_Page_49
	4 bab 4_Page_50
	4 bab 4_Page_51
	4 bab 4_Page_52
	4 bab 4_Page_53
	4 bab 4_Page_54
	4 bab 4_Page_55
	4 bab 4_Page_56
	4 bab 4_Page_57
	4 bab 4_Page_58
	4 bab 4_Page_59
	4 bab 4_Page_60
	4 bab 4_Page_61
	4 bab 4_Page_62
	5 bab 5
	41157_bab001
	41157_bab002
	41157_bab003




